SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

Menimbang

Mengingat

DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/
PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 69/ PMK.07/ 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa dan menindaklanjuti Surat Kepala Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe Al Nomor
S-994 /WPB.20/KP.01/2021 Tanggal 29 Juni 2021
Perihal Evaluasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sudah
tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495};

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 69/ PMK.07/ 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 718);

6. Peraturan menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 94 /PMK-07/2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 825];

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Nomor 77), diubah sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 1 diubah ditambah angka 17,
schingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kartanegara.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan persentase tertentu dari anggran
Dana Desa yang dibagi secara merata kepada
setiap Desa  berdasarkan klaster jumlah
penduduk.

6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan
kepadda Desa Tertinggal dan Desa Sangat
Tertinggal yang memeliki jumlah penduduk
miskin tinggi

7. Alokasi kenerja adalah alokasi yang diberikan
kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja
terbaik.

8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa,
angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan
tingkat kesulitan geografis Desa.

9. Indeks Kesuliatan Geografis Desa yang
selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang
mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu
Desa berdasarkan variabel ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi dan komunikasi.

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Desa.



12,

13.

14.

15.

16.

17.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
Menteri Keuangan selaku bendahara umum
negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Bupati unpptuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran
Daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat
RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang
pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa
untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi,
dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan
Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa
ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan,
Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan,
Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan
Desa tanggap budaya untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bantuan Langung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai
kepada keluarga miskin atau tidak mampu di
Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk
mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19}.

Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 9

Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d, dihitung dengan bobot dan
data perhitungan:

a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah

penduduk;

b. 40 % {empat puluh persen) untuk angka
kemiskinan;

c. 20 % (dua puluh persen} untuk luas wilayah;
dan

d. 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat
kesulitas geografis.



(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) +
(0,30 * Z4)} * AF Kab/Kota
Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap
Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara.
z2 = rasio jumlah penduduk miskin
setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa
terhadap total luas wilayah Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap
IKG Desa Kabupaten Kutai
Kartanegara
AF Kabupaten= Alokasi Formula Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, ,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke
RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana
Desa Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD yang
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(3) Tahapan Penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dengan rician:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk
penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) paling cepat
bulan Januari;

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan
kelima paling cepat bulan Januari untuk
bulan kesatu dan paling cepat masing-
masing bulan berkenaan untuk bulan
kedua sampai dengan bulan kelima; dan



(4)

3. Penyaluran Dana Desa untuk
mendukung penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a point 1 dilakukan sebesar 8%
{delapan persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa.

tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat
puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1. 40% ( empat puluh persen) dari pagu
dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat pada bulan
Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan keenam sampai dengan bulan
kesepuluh paling cepat bulan Juni
untuk bulan keenam dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesepuluh;

tahap III disalurkan sebesar 20 % (dua puluh
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana
Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua
belas paling cepat pada bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesebelas sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan
Nopember untuk bulan kesebelas dan
paling cepat akhir bulan Nopember
untuk bulan kedua belas.

Tahapan Penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Desa Mandiri
dilakukan sebagai berikut:

a.

tahap I disalurkan sebesar 60% {enam puluh
persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa,
dengan rician:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh dan kebutuhan Dana Desa
untuk penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) paling
cepat bulan Januari,



2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan
ketujuh paling cepat bulan Januari
untuk bulan kesatu dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kedua sampai dengan bulan
ketujuh; dan

3. Penyaluran Dana Desa untuk
mendukung penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada ayat ({4)
huruf a point 1 dilakukan sebesar 8%
(delapan persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa.

b. tahap Il disalurkan sebesar 40 % {empat
puluh persen} dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu
dana Desa setiap Desa dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat pada bulan
Maret; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kedelapan sampai dengan bulan
kedua belas paling cepat bulan Agustus
untuk bulan kedelapan dan paling cepat
masing-masing bulan berkenaan untuk
bulan kesembilan sampai dengan bulan
kesebelas, serta paling cepat akhir bulan
Nopember untuk bulan kedua belas.

Di antara BAB VIII dan BAB IX disipkan 1 (satu} bab,
yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
SANKSI

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat)
pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C dan Pasal
22D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1) Bupati mengajukan permohonan penghentian
penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan
dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal
terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi
dan/atau ketidakjelasan status hukum.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses
perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang
melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai
tersangka Bupati menyampaikan Surat
permohonan penghentian penyaluran Dana Desa
Kepada Kementerian Keuangan Cq. Ditektorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

Penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); atau

b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga
terkait atas permasalahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan
surat permohonan dari Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

Dalam hal surat permohonan dari Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diterima setelah Dana Desa tahap IIl atau Dana
Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri
tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran
Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya
dihentikan.

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan
melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dengan tembusan bupati atau
kementerian/lembaga terkait,

Pasal 22B

Dana Desa yang dihentikan penyalurannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (4),
tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (4)
huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana
Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah
periode penghentian penyaluran Dana Desa.

Pengecualian atas pengaturan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permohonan
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
dari bupati dan surat rekomendasi pencabutan
penghentian  penyaluran Dana Desa dari
kementerian/lembaga  terkait paling lambat
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan,



(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Surat permohonan pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan
status hukum tersangka, dan/atau putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Dalam hal surat permohonan atau surat
rekomendasi sebagaimana  diterima  setelah
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana
Desa disalurkan untuk tahun anggaran
berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa
tersebut telah dialokasikan.

Pasal 22C

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan
BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun
Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II
Tahun Anggaran 2021.

Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap
tahapan.

Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa
khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat
calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran setiap bulannya.

Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah
insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang
diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
atau pejabat yang ditunjuk.

Bupati menandai Desa yang akan dikenakan
sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN],

Pasal 22D

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan
BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada
Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi
pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan
pada tahap Il Tahun Anggaran 2022.



sanksi kepada Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah

insidentil tidak terdapat

calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria.

musyawarah Desa khusus/musyawarah

insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengenaan
(3) Hasil

diketahui
(4)

Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus

Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara

(OM SPAN) sebagai syarat

penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun
Anggaran 2022.

Peraturan Bupati

diundangkan.
Agar setiap
pengundangan
penempatannya

orang mengetahuinya,

Pasal 11

ini mulai berlaku pada tanggal

memerintahkan
Bupati ini dengan
Berita Daerah  Kabupaten

Peraturan
dalam

Kutai Kartanegara.

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd

EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 55

Kepala Bagian Hukum

Salinan Sesuai dengan Asliny,
Sekretariat Daerah K4 a/{

o LY
artanegara

bupaten Kutat




